
6. Undang - Undang . 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah 
Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera 
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
1965 tentang Pembentukan Oaerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan 
Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2755); 

. 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 12 T ahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

BUPATI BATANG HARi, 
a. bahwa sehubungan dengan telah disahkannya Peraturan Daerah 

Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah, maka perlu merubah Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 
16.A Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf 
a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas 
Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 16.A Tahun 2011 tentang Sistem 
dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Mengingat: 

Menimbang 

PERATURAN BUPATI BATANG HARi 

NOMOR t; TAHUN 2017 

TENT ANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG HARi NOMOR: 16.A TAHUN 2011 

TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

BUPATI BATANG HARi 

ACER
SALINAN



17.Peraturan Pemerintah . 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234 ); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang­ 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4416), sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 T ahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 47); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4503); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4503); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 T ahun '2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4575); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4576); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578); 

~ 2 - 



1 . Daerah adalah . 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Ketentuan Pasal 1 angka 7 dan angka 8 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 16.A Tahun 2011 tentang 
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Oaerah Kabupaten Batang Hari 
Tahun 2011 Nomor 16.A) diubah sebagai berikut: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI BATANG HARi NOMOR 16.A TAHUN 2011 TENTANG SISTEM 
DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 
Negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4614); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan 
Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 T ahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 47); 

21. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang 
I Jasa Pemerintah 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang 
Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan 
Keuangan Kepada Partai Politik; 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata 
Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban 
Bendahara serta Penyampaiannya; 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2006 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Daerah Kabupaten 
batang Hari Tahun 2006 Nomor 5); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Oaerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 11 ); 
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18. Bendahara Penerimaan .. 

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
Pemerintah daerah Kabupaten Batang Hari dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Batang Hari. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Batang Hari, Wakil Bupati Batang Hari dan 
Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari serta Perangkat Daerah Kabupaten 
Batang Hari sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

4. Kepala Daerah adalah Bupati Batang Hari sebagai Pemegang Kekuasaan 
Pengelolaan Keuangan Oaerah. 

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari selaku 
Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Ketua Tim Anggaran Pemerintah 
Daerah dan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Satuan Kerja 
Perangkat Daerah Sekretariat Daerah. 

6. Perangkat Daerah adalah seluruh satuan kerja perangkat daerah pada 
Pemerintah Kabupaten Batang Harl. 

7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Dae rah yang selanjutnya disingkat SKPKD 
adalah Sadan Keuangan Daerah Kabupaten Batang Hari. 

8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala 
Sadan Keuangan Daerah Kabupaten Batang Hari yang mempunyai tugas 
melaksanakan pengelolaan APBD Kabupaten Batang Hari dan bertindak 
sebagai BUD. 

9. Kuasa Bendahara Umum Daerah adalah pejabat di lingkungan SKPKD yang 
ditunjuk oleh PPKD selaku BUD untuk melaksanakan tugas yang dimilki BUD. 

10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Sadan, Dinas, lnspektorat, Satpol - PP, 
Kesbang Pol, dan Kecamatan. 

11. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang adalah Kepala SKPD selaku Pengguna 
Anggaran/Pengguna Barang. 

12. Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja 
yang berada dibawah langsung kepala SKPD yang ditunjuk berdasarkan 
pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan 
atau rentang kendali, dan pertimbangan objektif lainnya. 

13. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD 
adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan SKPD. 

14. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang 
bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah. 

15. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim 
yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah 
yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam 
rangka menyusun APBD yang beranggotakan dari pejabat Perencanaan 
Daerah, PPKD, dan pejabat lainnya seseuai dengan kebutuhan. 

16. Bendahara Penerimaan SKPD adalah PNS non struktural yang ditunjuk oleh 
Kepala SKPD, diusulkan oleh PPKD dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati 
untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan 
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan 
APBD secara administratif kepada SKPD dan secara fungsional kepada BUD. 

17. Bendahara Pengeluaran SKPD adalah PNS non struktural yang ditunjuk oleh 
Kepala SKPD, diusulkan oleh PPKD dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati 
untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan 
mempertanggungjawabkan uang keperluan belanja daerah dalarn rangka 
pelaksanaan APBD secara administratif kepada SKPD dan secara fungsional 
kepada BUD. 
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32. Surat Permintaan . 

18. Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD adalah PNS non struktural yang 
ditunjuk oleh kepala SKPD, diusulkan oleh PPKD dan ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati yang diberi wewenang sama seperti Bendahara Penerimaan 
pada SKPD yang memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya 
disingkat UPTD, dan atau Kantor Cabang Dinas Pemerintah Kabupaten Batang 
Hari. 

19. Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD adalah PNS non struktural yang ditunjuk 
oleh Kepala SKPD, diusulkan oleh PPKD dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati 
yang diberi wewenang sama seperti Bendahara Pengeluaran pada SKPD yang 
memiliki UPTD, dan atau Kantor Cabang Dinas Pemerintah Kabupaten Batang Hari. 

20. Bendahara Penerimaan PPKD adalah PNS non struktural yang ditunjuk dan 
diusulkan oleh PPKD, ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk menerima, 
menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan 
penerimaan uang yang bersumber dari transaksi PPKD, 

21. Bendahara Pengeluaran PPKD adalah PNS non struktural yang ditunjuk dan 
diusulkan oleh PPKD, ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk menerima, 
menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang 
keperluan belanja PPKD, 

22. Pembantu Bendahara Penerimaan SKPD adalah PNS non struktural yang diusulkan 
oleh Kepala SKPD dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD yang bertugas 
untuk mendukung kelancaran tugas Bendahara Penerlmaan, tetapi tidak diberi 
kewenangan seperti Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan 
Pembantu, 

23. Pembantu Bendahara Pengeluaran SKPD adalah PNS non struktural yang ditunjuk 
oleh Kepala SKPD dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD yang bertugas 
untuk mendukung kelancaran tugas Bendahara Pengeluaran, tetapi tidak diberi 
kewenangan seperti Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran 
Pembantu, 

24. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah 
dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, 
rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD. 

25. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang 
selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran bagian 
keuangan selaku Bendahara Umum Daerah. 

26. Dokumen Pelaksana Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD 
adalah Dokumen yang memuat Pendapatan dan Belanja yang disusun dan 
disiapkan oleh Kepala SKPD, disahkan oleh PPKD dan disetujui pengesahannya 
oleh Sekretaris Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh 
Pengguna Anggaran/kuasa pengguna anggaran; 

27. Dokumen Pelaksana Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang 
selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran bagian 
keuangan selaku Bendahara Umum Daerah. 

28. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat 
DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja 
yang digunakan sebagai dasar perubahan penggunaan ang.garan oleh pengguna 
anggaran. 

29. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat 
DPPA-SKPD adalah dokumen pelaksanaan perubahan anggaran bagian keuangan 
selaku Bendahara Umum Daerah. 

30. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah Dokumen yang 
menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan yang disiapkan oleh 
Kuasa BUD dan disahkan oleh PPKD. 

31. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah Dokumen 
yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Kuasa BUD. 

- 5 - 



c. Para Kepala . 

Pasal3 
Bupati selaku pemegang kekuasaaan Pengelolaan Keuangan Daerah melimpahkan 
kekuasaannya kepada: 

a. Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari selaku koordinator Pengelola Keuangan 
Daerah; 

b. Kepala SKPKD selaku PPKD dan; 

2. Ketentuan Pasal 3 huruf a huruf b diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut: 

32. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah Dokumen 
yang dipersiapkan oleh Bendahara Pengeluaran dalam rangka permohonan 
penerbitan SPM kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD. 

33. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah Dokumen yang 
diterbitkan oleh Pengguna Anggaran untuk BUD sebagai dasar penerbitan SP2D. 

34. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen 
yang diajukan oleh bendaharan pengeluaran untuk permintaan pengganti uang 
persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. 

35. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah 
dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan 
uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan 
tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan. 

36. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan 
oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak 
ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan/atau 
pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran 
tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK. 

37. Buku Kas Urnum yang selanjutnya disingkat BKU adalah Catatan penerimaan dan 
pengeluaran harian Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, 
Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu. 

38. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah 
39. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah 
40. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah 

nilai kekayaan bersih. 

41. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai 
pengurang nilai kekayaan bersih. 

42. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali 
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang 
bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 

43. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD/unit 
kerja pada SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk 
memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau 
jasa yang dengan tidak mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan 
kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan efektifitas. 

44. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang 
membuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi 
yamg mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun 

45. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah 
rangcangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang 
diberikan kepada kepala SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam 
penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD. 

46. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah 
dokumen perencanaan dan penganngaran yang berisi rencana pendapatan, 
rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai 
dasar penyusunan APBD 
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(3). Penunjukan Kuasa . 

Pasal5 
(1) Kepala Badan Keuangan Daerah selaku BUD mempunyai tugas: 

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah; 
b. menyusun rancangan PPAS, RKA-PPKD, rancangan peraturan daerah tentang 

APBD, rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan rancangan 
peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, dan 
rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, rancangan Peraturan 
Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD serta rancangan Peraturan Bupati 
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; 

c. mengesahkan DPA~PPKD/DPA~SKPD/DPPAaSKPD; serta DPALaSKPD 

d. melaksanakan fungsi BUD; 
e. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD; dan 
f. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati. 

g. menyiapkan anggaran kas; 
h. menyiapkan surat penyediaan dana (SPD); 
i. menyiapkan dan menandatangani SP20; 
j. melakukan rekonsiliasi kas 

k. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD; 
I. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna 

anggaran/pengguna barang atau kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna 
barang atas beban rekening kas umum daerah serta; 

m. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/ 
lembaga keuangan lain yang ditunjuk oleh Bupati. 

(2) Kepala Badan Keuangan Daerah dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD 
berwenang: 

a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD; 
b. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; 
c. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran 

kas daerah; 
d. menetapkan SPD; 

e. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; dan 
f. menyajikan informasi keuangan daerah. 
g. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah. 
h. melakukan perjanjian dengan Bank Umum yang ditunjuk dalam rangka 

pembukaan kas umum daerah. 

4. Ketentuan Pasal 5 ayat (1 ), ayat (2), dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi 
sebagai berikut : 

Pasal4 
Bupati melimpahkan kekuasaannya dalam melaksanakan kewenangannya kepada 
Kepala Sadan Keuangan Daerah Kabupaten Batang Hari untuk memberikan persetujuan 
pengesahan DPA-SKPD/DPPA SKPD. 

3. Ketentuan Pasal 4 diubah dan ditambah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: 

c. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna 
Anggaran/Pengguna Barang. 
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e. melaksanakan . 

Pasal5b 
(1) Kepala SKPKD selaku PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b 

mempunyai tugas : 

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah; 

b. menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD; 

c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan 
Peratuan Dae rah; 

d. melaksanakan fungsi BUD; 

e. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBD; dan 

f. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala 
daerah. 

(2) PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang: 

f. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD; 

g. mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD; 

c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; 

d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran 
kas daerah; 

(3) Penunjukan Kuasa BUD ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(4) Dalam hal Kuasa BUD berhalangan, Kepala Sadan Keuangan Daerah Kabupaten 
Batang Hari dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani 
SP2D. 

5. Diantara Pasal 5 dan Pasat 6 disisipkan 4 (empat) Pasal yakni Pasal 5a, Pasal 5b, Pasal 
5c dan Pasal 5d sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal5a 
(1) Sekretaris Daerah selaku kordinator pengelolaan keuangan daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berkaitan dengan peran dan fungsinya dalam 
membantu kepala daerah menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan 
penyelenggaraan urusan pemerintah daerah termasuk pengelolaan keuangan 
daerah. 

(2) Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas koordinasi di bidang : 

a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaaan APBD; 

b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah; 

c. penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD; 

d. penyusunan Raperda APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBD; 

e. tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat pengawasan 
keuangan daerah; dan3 

f. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBD. 

(3) Selain mempunyai tugas koordinasi sebagaiamana dimaksud pada ayat (2) 
Sekretaris Daerah mempunyal tugas: 

a. memimpin TAPD; 

b. menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD 

c. menyiapakan pedoman pengelolaan barang daerah; 

d. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD; dan 

e. melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya 
berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah. 
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Pasal 81 . 

6 Ketentuan Pasal 81 ayat 1 diubah, sehingga Pasal 81 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal5d 
PPKD dapat melimpahkan kepada pejabat lainnya dilingkungan SKPKD untuk 
melaksanakan tugas - tugas sebagai berikut : 

a. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD; 
b. melakukan pengendalian petaksanaan APBD; 
c. melaksanakan pemungutan pajak daerah; 
d. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah 

daerah; 
e. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; 
f. menyajikan informasi keuangan daerah. 

PasalSc 
(1) Penunjukan Kuasa BUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal Sb ayat (3) ditetapkan 

dengan keputusan kepala daerah. 
(2) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ). mempunyai tugas : 

a. menyiapkan anggaran kas; 
b. menyiapkan SPD; 
c. menerbitkan SP2D; 
d. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah; 
e. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank 

dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk; 
f. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD; 
g. menyimpan uang daerah; 

h. melaksanakan penempatan uang daerah dan menqelola/menatausahakan 
investasi daerah; 

i. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran 
atas beban rekening kas umum daerah; 

j. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pernerintah daerah; 

k. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan 
I. melakukan penagihan piutang daerah. 

(3) Kuasa BUD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada BUD 

(3) PPKD setaku BUD menunjuk pejabat di lingkungan satuan kerja pengelota 
keuangan daerah selaku kuasa BUD. 

(4) PPKD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah 
melalui sekretaris daerah. 

e. melaksanakan pemungutan pajak daerah; 

f. menetapkan SPD; 
g. menyiapakan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama 

pemerintah daerah; 
h. melaksanakan sistem akuntansi can pelaporan keuangan daerah; dan 
j. menyajikan informasi keuangan daerah. 
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Diundangkan di : Muara Bulian 
Pada tanggal : ).,' - 1 - 2017 

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 
dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Batang Hari. 

Pasal2 

Pasal81 
(1 ). Kepala Sadan Keuangan Daerah Kabupaten Batang Hari melakukan fasilitasi 

pelaksanaan Peraturan Bupati ini. 

(2). Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat {1) mencakup mengkoordinasikan, 
menyempurnakan lampiran-lampiran sesuai dengan ketentuan perundang­ 
undangan, melaksanakan sosialisasi, supervisi dan bimbingan teknis serta 
memberikan asistensi untuk kelancaran penerapan Peraturan Bupati ini. 
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